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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
~ NOMOR 6 TAHUN2013
 TENTANG |

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagalmana d1maksud dalarn Pasal 184 ayat (1] Undang-Undang.

- "Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
. “'Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
-_"'_;'-__berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)
-bulan. setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang '
L Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 20 12

-_a‘ T e




Mengingat i 1 Undang—Undang Nomor 27 Ta.hun 1959 tentang Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3 Tahun-u-"i_. S
_ 111953 tentang Pembentukan ‘Daerah Tingkat II di_Kalimantan (Lembaran. Negara. Repubhk Indonesia "0
S '- "-.:-'_.}Tahun 1953 Nomor 9), scbagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik’ Indones1a Tahun 1959 o O

L .Nomor 72, ’I‘arnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 1820); - . o

2 -'_-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pa_]ak Bum1 dan Bangunan (Lembaran Negara Republlk
©*. -+ Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik- Indonesia Nomor 3312) . = .-
7+ sebagaiman telah diubah: dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ‘tentang Perubahan Atas = . . "
-+ . Undang-undang Nornor 12-Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubhk y IR

Indone31a Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 3569), T

30 'Undang—Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah ‘dan. Bangunan"--- R
- (Lembaran Negara. Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
..+ Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
- .. tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah .
. dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 3988};

4, 'Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
~. = Negara Republik Indonesua Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- =~ Nomor 3874} sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomior 20 Tahun 2001 tentang. =~
.. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi' =
I .(Lembaran Negara- Republlk Indones1a Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

T _Indone31a Nomor 4150), ; ' = e | __ - N | _

R B 'Undang-Undang Nomor 1'7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk"- -
e Indonema Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indones1a Nomor 4286) o

-. 6 _Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
P ~Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355), '

o ."i?";"’f;-_:;;ﬂ-_..;'_fUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab i‘; o LR




CEL Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2(}04 Nomor 66 Tambahan Lembaran";'_; S -'
Negara Repubhk Indone51a Nomor 4400), - o SEEA o s

IndoneSIa Nomor 442 1), S

L 9 .Undang-Undang Nomor 32 Tahun: 2004 tcntang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk e

. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan Nasmnal":l_ o
. (Lembaran Negara- Repubhk Indonesw. Tahun 2004 Nomor 104 ’I‘arnbahan Lembaran Negara Repubhk':.-;ﬁ S

. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) < . -
S sebaga;.mana telah dlubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun = oo
- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan' Lembaran Negara
'-Repubhk Indonesm Nomor 4844), ' : ; .

10, Undang—Undang Nomor 33 ‘Tahun’ 2004 tentang Perlmbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat' o
- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan -
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4438), _ . _

= o110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr1bus1 Daerah (Lembaran Negera”'-"_ o
. - Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
5049L.,-- e o : | | ;

i 12 Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan IR

. -(Lembaran - Negara Repubhk Indonema 'I‘ahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Repubhk :
' Indones1a Nomor 5243), LT e e : _

13 "'Peraturan Pemenntah Nomor 20 . Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas_i_':'__":'i_.___

o Penyelenggaraan Pemermtah Daerah. (Lembaran Negara’ Repubhk Indonesna Tahun 2001 Nomor 41 |

S Tarnbahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesml Nomor 4090),

- _'__-'14. : Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan P1mp1nan



. dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ﬁaérah (Lembéran Negara Répu'bh'k""llhdohesm Tahun 2004

:-Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416). sebagaimana telah diubah -
. beberapa kali yang terakhir. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

s Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

B Pimpinan dan Keuangan Pimpinan-dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah’ (Lembaran Negara' : :
) -Repubhk Indone31a Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor__ PR

N 47 12)

15 |

_ Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum T SRR
-~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik =< .
- Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ~ e

" tentang Periibahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan .~~~ -

Badan Layanan Urnum (Lembaran Negara Repubhk Indoneswl Nomor 5340), o

. '1:6;' ..

17,

'Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republlk o

Repubhk Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintain Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem hiformasi Keuangan Daerah {(Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia =~ -
~ " Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang. = -

: ' Perubahan- Atas Peraturah Pemermtan Nomor 56 Tahun 2005 terriang ‘Sistem  Informasi Keuangan .

° Daerah (Lembaran Negara: Republlk Indonesna Tahun 2010 Nomor 1 10 Tambahan Lembaran Negara

e _Repubhk Indone51a Nomor 5155), e

s

-Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara-'_'_'_' i
U Repubhk Indonesm Tahun. 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor: = .~ -

L 4578),

. 19 |

..Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar ST
- Pelayanan Minimal (Lembaran 'Negara: Republik - Indonema Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan-

~ Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4585);




24.

.25,

2_'6.

- 2 '.';'.'_._._--Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Klnerja Instan31 L
©i 0w Pemerintah (Lembaran Negara Republlk Indonesw Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara—-------
'-'_',"._.'Repubhk Indone81a Nomor 4614], e P T

Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntan31 Pemermtahan (Lembaran L
- _..3':_:_";.Negara Republik Indonesm Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonema R
' -..-'-_-,;'-.Nomor 5165) ' i _ __

: Peraturan Pemenntah Nomor 30 'I‘ahun 2011 tentang Pm_]aman Daerah (Lernbaran Negara Repubhk‘ ‘
- Indonema Tahun 2011 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5219); ‘

Peraturan Pemermtah Nomor -2 Tahun 2012 tentang Hibah - Daerah (Lembaran Negara Repubhk
e _'Indonesna. Tahun 2012 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nornor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13
: _Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah -

: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak

Peraturan. Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan

EE ‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 12

;‘}Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Ta_hun 2012 tentang Perubahan Anggaran__‘\‘

o . '_'Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan_
. Keuangan Daerah : ‘ _ .




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
~ dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN

L :3'.”-_5_-;.1':'Menetapkan _ PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
I ' BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. - o .

Pasal 1

1) Pertanggung}awaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat
- a. Laporan realisasi anggaran; ‘ '
©* b. Neraca; - _

.. .c.” Laporan arus kas, dan -
-d. - Catatan atas. laporan keuangan

o (2): -Lapora.n keuangan sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dllampm dengan laporan klnerja dan 1khtlsar
S laporan keuangan Badan Usaha M111k Daerah / Perusahaan Daerah ‘




Pasal 2

5 Laporan reahsas1 anggaran sebagalmana dlmaksud da_lam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 20 12 sebagal benkut

_ _..'Pendapatan ........ _ R p 915 937 541 307, 87
" b. Belanja_ o }__'.;Rp 925 799 594.290,00(- ) SN R A
o _Surplus/(deﬁ31t) .......... e, TR © Rp. (9.862052.982,13)
ST _.__Pemblayaan....-...".....- ..... e tesediranane T T e I
© - Penerimaan,........ceeiisionien . - - Rp - 84.629.164. 780 01
- Pengeluaran.......ii..oeevveninienes ... . " Rp = 14. 101.636.945 ,00 (). e
Surplus/(deﬁsfc) ................... e T - Rp. 70.437.527.835,01 |

Pasal 3
Uraian laporan reahsa31 anggaran scbagalrnana dimaksud dalam Pasal 2 sebagal berlkut

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (553.437.555,66})
dengan rincian sebagai berikut: .
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan e SR - Rp.916.490.978.863,53.
_2 Reahsas1 _ : Ll e ' Rp.915.937.541.307,87
SRR I ST . SehsIh leblh/(kurang) Rp. (533.437.555,66)

- b. -sehs1h anggaran dengan reahsam belan_]a se_]umlah Rp (61 129 825 178 74)
' dengan rincian sebagai berikut: I e SR o
.=~ 1. Anggaran belanJa setelah perubahan R P S PRt f . . 7 Rp.986.929.419.468,74
L Reahsa31 TR e e T e e Rp.925.799.594.290,00 -
TR LT e e T Selisih lebih/(kurang} Rp.(61.129.825.178,74)




Sehslh anggaran dengan reahsa31 surplus / (defis1t)
-~ Rp 60. 576 387.623,08 dengan rincian sebagau benkut N T TP
SRt Surplus/ defi51t setelah perubahan B S j --ﬁ S0 Rp.70.438.440.605,21)
: Sehslh leblh/ (kurang)' ‘Rp. 60.576.387.623,08 "+

' '__'._-{__-._Sehsm anggaran dengan A reahsam penerlmaan pemblayaan sejumlah‘.-f
..~ "Rp (4.659.816 ,00) dengan rincian sebagai berikut:: P e T e T e T T
S Anggaran penenmaan pemblayaan setelah perubahan '_r o _j_;' .U Rp. 84.633.824.596,01 .
: 2 Rea11sa31 L e e s T Rp, 84.629,164.780,01

AR e e I Sehslh leb1h/(kurang)'_-_Rp 5 {4.659.816,00)

e 'Sehsm anggaran dengan reahsa31 pengeluaran i pernblayaan se_}u_m_lah__ ‘
" "Rp (8.747.045,80) dengan rincian sebagai berikut: T T I R T

~ 1. Anggaran pengeluaran pemblayaan setelah perubahan R '.jf-' o < Rp. 14,195.383.990,80 -«

2. Realisasi : . o ' o " 'Rp_14.191.636.945,00

‘ Selisih lebih/ (kurang) Rp (3.747.045,80)

. f. - selisih anggaran dengan reahsam pemb1ayaan neto sejumlah Rp (912 770 20)
_.i__-__'dengan rincian sebagai berikut: =~ . L o : T e
SERIEER B Anggaran pemblayaan neto setelah perubahan S TN SRS 7 ﬁ*_".'RP-7.0,438,440,605-21. L
L T B DT T BT R o .. .. Selisih lebih/(kurang) Rp ... (912.770,20)




e a0 o

Jumlah aset

Pasal 5

Saldo kas awal per 1 Januari 2012 .
. Arus kas dari aktivitas operasi . :
- 'Arus kas dari. aktivitas investasi aset non keuangan
;. Arus kas dari aktlwtas pemb1ayaan L
- ‘Arus kas dari akt1v1tas non anggaran
o 'Saldo kas akhlr per 3 1 Desember 20 12

| "51 Pasa16

Pasal 4 _

Rp

. Rpo
S Rp
- Rp+
=5 f-_.:-Rp-“

§ "_"-_-Neraca sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2012 sebaga1 benkut RN R
' LT : : o : Rp 2 530.125:108.510 36"-}_
~Rp .- :39.232.851.114,73 .-~ . G0
Rp 2 490 892. 257 395 63 S

ol Laporan arus - kas sebagalmana d1maksud da_lam Pasal 1 ayat (l) huruf C untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut: . _

84.755.341.585,01
256.801.984.233,87
(270.464.801.838.00). ©
(14,191,636,945. 00);'; e g

3.611.785.615, 00 s
60 784.841.331. 88

Catatan atas laporan keuangan sebagalmana dunaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d: tahun e
S '-;_._;-_jffanggaran 2012 memuat 1nforma31 balk secara kuantltatlf maupun kuahtatlf atas’ pos pos laporan e e



. : Lamplran ;
-';'_;_Lamplran_- 'L

. Lampifan

- Lampiran
. Lampiran
.:Lampiran
*Lampiran
- Lampiran
= Lamplran

Lampiran
.- ‘Lampiran
Rt Lamp1ran

L5
L8~ o
'_ I 10

SRS
112 BRI
: III =

e ..-?'-'Laporan reahsas1 anggaran IR Bt - S T T EE NS PR
1 Ringkasan' - laporan reahsa51 anggaran menurut ﬁriisan LR e B

| '._pemermtahan daerah dan organisasi; -

“Ringkasan

Pasal 7

Pertanggung]awaban pelaksanaan APBD sebagamnana dlmaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam:.}- - :_
Lamplran yang mempakan baglan tak terp1sahkan dengan Peraturan Daerah 1m, terdln clarl B

“laporan - realisasi -

-+ Rekapitulasi reahsa:n anggaran belanja daerah untuk keselarasan A L
 dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam' :

kerangka pengelolaan keuangan
negara;
Daftar jumlah pegawai pcr golongan, perjabatan

: Dalftar piutang daerah;
1. Daftar penyertaan ; ‘modal (1nvcsta51) daerah e e
‘-1 - Daftar realisasi penambahan dan’ pengurangan aset tetap daerah G
.t Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; .. L
.+ Daftar keglatan -kegiatan ‘yang belum dlselesaukan sampai akhlr_ S
© . tahun “dan d1anggarkan kembah dalam tahun anggaran..
S '_berlkutnya, _ E T S
. Daftar dana cadangan daerah o 7
- Daftar plnjaman daerah dan obhga81 daerah
v -Neraca, _ :
1 Laporan arus kas, _ R TR
Ce Catatan atas laporan keuangan T T

ot . angaran menurut urusan';': N
It _--‘pemenntahan daerah orgamsas1,_ pendapatan belanja dan
!'. 'pembiayaan; . T
- Rekapitulasi reahsam anggaran belanja daerah menurut urusan P

o s pemerintahan daerah, organisasi, program dan keg1atan
T4



S Lamplran laporan keuangan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1 ayat (2) terd1r1 dar1
e . Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah'ini; = : EORIEENR
e b - Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam e

' Lamplran VI yang merupakan baglan tak terplsahkan dengan Peraturan Daerah ini. SRS

Pa'S'ai 9 .

Bupat1 rnenetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penJabaran pertanggung]awaban pelaksanaan i
' APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. '

o




Pasal 10

Peraturan Daerah 1n1 mulau berlaku pada tanggal dlundangkan

s Agar setiap orang mengetahum)’a memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan ‘_; o
Penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabup&lt&l’1 Kapuas I—Iulu P o]

Dltetapkan dl Putuss1bau SR Lo
pada tanggal 3 September 20]_3:;?_:._ o N .

BUPATI KAPUAS HULU

e
o | | . AM. NASIR
_ Dlundangkan dl Putu551bau L

pada tanggal 4 September 2013 |
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

:-YOHANA ENDANG

S ""'_:'.;'LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
_.____'_._:-_NOMOR 6 .




